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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha

di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN,

disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa bentuk pelanggaran yang

mungkin terjadi adalah adanya tying product, konglomeriasi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi.

Namun diperlukan analisa lebih lanjut untuk melihat apakah Sinergi BUMN benar melanggar ketentuan UU

Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan kebijakan Persaingan Usaha kepada BUMN selain ditinjau dari ketentuan

di Indonesia, dilakukan pula perbandingan terhadap Amerika Serikat dan China mengenai penerapan hukum

persaingan (antitrust law) pada BUMN-nya, dan pada prakteknya dalam beberapa kasus BUMN

dikecualikan dari hukum persaingan selama kegiatan BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah

undang-undang. Adapun ketentuan Permen BUMN yang mengatur Sinergi BUMN merupakan pengecualian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (a) UU Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam

penelitian  adalah Yuridis Normatif meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999, Permen BUMN Nomor PER-

05/MBU/2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Sinergi BUMN.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the policy of State-owned Company's (SOEs) Synergy in terms of antitrust law

perspectives in Indonesia. In the mechanism of procurement of goods and services of SOEs based on the

provisions of Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2008 concerning General

Guidelines for Procurement of Goods and Services of SOE, allegedly has potential abuse and violation of

the provisions of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair

Business Competition . Some possible violations are tying products, conglomeration, vertical integration and

discriminatory practices. However, further analysis is needed to determine whether SOE Synergy is true in

violating the provisions of Law Number 5 Year 1999. The implementation of Business Competition policy

for SOEs other than in Indonesia, comparisons are made to the United States and China regarding the

application of antitrust law to its SOEs, and in practice in some cases SOEs are exempt from competition

law as long as the SOEs activities are carried out under the law. The provisions of the SOEs Regulation

governing the SOEs Synergy constitute the exceptions as referred to in Article 50 (a) of Law Number 5 Year

1999. The methods used in the research are Juridical Normative covering Law Number 5 Year 1999, BUMN

Regulation Number PER-05/MBU 2008 and other regulations related to the SOE Synergy policy.
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